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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

        Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sidang umumnya pada September 2015 

menyepakati Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB). Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda 

pembangunan global tahun 2016 sampai tahun 2030 yang telah disepakati oleh pemimpin 

dunia termasuk Indonesia yang memiliki 17 tujuan dan 169 target.  

        Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai 17 tujuan yaitu: (1) tanpa 

kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan 

berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan 

terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan 

infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang 

berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan 

perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan 

dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuh belas 

tujuan dan 149 target Sustainable Development Goals (SDGs) dikelompokkan menjadi 

empat pilar untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauannya yaitu pilar pembangunan 

sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembagunan lingkungan, dan pilar pembangunan 

hukum dan tata kelola, seperti yang diuraikan dalam gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1 Empat Pilar SDGs 

Sumber: SDGs Center University of Bengkulu  

        Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, program, dan kegiatan      

untuk mencapai tujuan SDGs yang telah disepakati tersebut. Salah satu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs khususnya poin ke-16 

yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Direktur Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyampaikan bahwa Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD) akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih 

efektif, efisien, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(Pemeriksa, 2021).  

        Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri 

atas informasi pembangunan daerah dan informasi  keuangan daerah sesuai dengan amanat 

yang tertuang dalam Pasal 391 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, tetapi pemerintah daerah mengalami kendala dalam melaksanakan 

amanat tersebut. Beberapa masalah yang dialami seperti belum tersedianya data base yang 

cukup kuat sebagai dasar yang digunakan untuk analisa perencanaan, data pembangunan 
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daerah secara nasional sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi serta terintegrasi antara 

daerah dan pusat, belum terstandarisasinya kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan 

keuangan daerah, beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah 

sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi, terpisahnya informasi perencanaan dan 

keuangan yang bisa memunculkan beberapa kesalahan di daerah serta proses perencanaan 

dan penganggaran di daerah yang belum tepat waktu (Karundeng, et al. 2021:3) 

        Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatasi 

beberapa permasalahan yang ada yaitu dengan membuat Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD) yang kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan transparan yang penting untuk 

mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. SIPD juga merupakan salah satu bentuk 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau electronic government 

(e-government) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang merupakan upaya untuk mewujudkan good 

governance. 

        Berdasarkan Pasal 1 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi 

pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah 

lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah  (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah).  
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Gambar 2 Tampilan Website SIPD 

Sumber : (sipd. kemendagri.go.id, tahun 2022)   

      Semenjak dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 dan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  yang 

dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020, maka Pemerintah Daerah di Indonesia 

diharuskan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 

dalam menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.  

      Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk salah satu Pemda yang 

telah menggunakan SIPD, khususnya untuk SIPD yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten 

Ogan Komering Ilir yang telah digunakan sejak tahun 2020 yang sesuai dengan amanat 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD harus sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan 

rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dilakukan secara elektronik 

menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 
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Gambar 3 Tampilan SIPD yang Dikelola BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir 
 

        Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh BPKAD 

Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meliputi penyusunan KUA 

dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, 

penyusunan rancangan APBD, dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Ogan 

Komering Ilir yang dikelola oleh BPKAD terbagi menjadi dua yaitu SIPD Penganggaran 

dan SIPD Penatausahaan.  

        Penelitian ini membahas  mengenai SIPD Penganggaran yang dikelola pada tahun 

2020 oleh Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang 

digunakan untuk melakukan penyusunan KUA PPAS, penyusunan rencana kerja dan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan penyusunan rancangan APBD. Dokumen 

hasil SIPD  yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang 

terlihat pada lampiran 20. Terdapat tujuh pegawai di Bidang Anggaran Daerah yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SIPD  yang berkedudukan sebagai penyelia keuangan 

dalam SIPD dan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagai Admin Satuan 
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Standar Harga ditunjuk untuk menjadi Person In Charge (PIC) sebagai penanggung jawab 

untuk mempermudah koordinasi implementasi SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri 

(Surat dari Kemendagri tentang Permintaan penunjukkan PIC terdapat di lampiran 21).  

      Awal penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, implementor SIPD 

menemui kendala karena tidak ada pelatihan resmi tentang SIPD yang diberikan sehingga 

untuk belajar SIPD mereka inisiatif melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. 

Berikut hasil wawancara dengan A. P selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang 

mengatakan: “Sosialisasinya itu bukan kita ikut sosialisasi langsung. Bimtek/sosialisasi 

SIPD seluruh kabupaten bukan, tapi kita yang ada keinginan sendiri untuk 

mempelajarinya. Kalau  pelatihan resmi belum pernah, hanya saja sering konsultasi 

langsung ke Kemendagrinya.” (Wawancara pada 29 Juni 2022). Berikut foto surat tugas 

konsultasi tentang SIPD ke Kementerian Dalam Negeri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Gambar 4 Surat Tugas Nomor: 094/05/BPKAD.I/2020 

       Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir 
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        Gambar 5 Surat Tugas Nomor: 094/8.1/BPKAD.SB/2020 

        Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir  

 

        Berdasarkan gambar 4 dan 5 diatas menjelaskan bahwa implementor SIPD di BPKAD 

Kab. Ogan Komering Ilir menemui Kemendagri memang bukan khusus hanya untuk 

belajar tentang SIPD tapi juga berkonsultasi terkait Penyusunan APBD, Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 yang masih berhubungan 

dengan SIPD. Implementor SIPD di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir selain belajar SIPD 

dengan Kemendagri, juga belajar SIPD dengan Bappeda Kab. Empat Lawang agar lebih 

memahami SIPD. Berikut foto surat tugas saat belajar SIPD dengan Kab. Empat Lawang: 
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        Gambar 6 Surat Tugas Nomor: 800/292/BPKAD/2020 

        Sumber: Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir 

 

        Kendala lain yang ditemukan yaitu pembagian tugas implementor SIPD di BPKAD 

Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memberikan pelayanan publik kepada OPD di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir kurang berjalan. Berikut hasil wawancara dengan Y. N 

selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang mengatakan: 

“Awalnyo ado misalnyo sub koordinat, kalo dulu kasi sebelum sekarang jadi 

fungsional. Bu Sri megang berapo dinas, saya megang berapa dinas, Pak Andri 

berapo dinas, terus yang dibawah aku dibagi. Bu Sopi berapo dinas, terus misalnyo 

siapo berapo dinas kayak gitu. Tau-tau pada pelaksanaannyo katoku tadi ado 

beberapa orang yang sigap ado yang kurang, jadi kadangan kito atasi. Kurang jalan, 

sudah akhirnyo samo-samo (awalnya ada misalnya sub koordinat, kalau dahulu kasi 

sebelum sekarang jadi fungsional. Ibu Sri memegang berapa dinas, Saya memegang 

berapa dinas, Bapak Andri berapa dinas, terus yang dibawah aku dibagi. Ibu Sopi 

berapa dinas, terus misalnya siapa berapa dinas seperti itu. Tahu-tahu pada 

pelaksanaannya kataku tadi ada beberapa orang yang sigap ada yang kurang, jadi 

terkadang kita atasi. Kurang jalan, sudah akhirnya sama-sama).” (Wawancara pada 

28 Juni 2022) 
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Tabel  1  Pembagian  Tanggung  Jawab  Pengelola SIPD terhadap OPD di Kabupaten  

     Ogan Komering Ilir 
 

Nama 

Kepala Seksi 

yang 

Menjadi 

Penanggung 

Jawab 

Nama Staf 

dan TKS 

yang 

Membantu 

Nama OPD yang Menjadi Tanggung Jawab 

S.K 

 

R.S 

E.M 

J.D 

Y.H.S 

S.B 

Sekretariat Daerah 

Sekretariat DPRD 

Badan Pengelola Pajak Daerah 

Kecamatan SP. Padang 

Kecamatan Jejawi 

Kecamatan Pampangan 

Kecamatan Tulung Selapan 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kecamatan Pedamaran 

Kecamatan Tanjung Lubuk 

Kecamatan Kota Kayu Agung 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Inspektorat 

A. P A. P 

A. B 

M 

N. Y 

M. S 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Badan Pengelola Pajak Daerah 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung/BLUD  

Dinas Pendidikan 

Dinas Kesehatan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Dinas Sosial 

Kecamatan Pedamaran 

Kecamatan Tanjung Lubuk 

Kecamatan Lempuing 

Kecamatan Mesuji 

Kecamatan Sungai Menang 

Kecamatan Air Sugihan 

Kecamatan Cengal 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
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Lanjutan    Tabel    1     Pembagian  Tanggung  Jawab   Pengelola  SIPD  terhadap OPD  di  

     Kabupaten Ogan Komering Ilir 

 

Y. N S 

M. H 

E. A 

M. I 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pertanahan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Dinas Perhubungan 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan 

Perindustrian 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Dinas Perikanan 

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan 

Holtikultura 

Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Dinas Perdagangan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Sumber : Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir 

 

        Berdasarkan tabel 1 diatas, terdapat 53 OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir  yang 

dibagi menjadi tiga kelompok dan setiap kelompok terdapat dua pelaksana SIPD di 

BPKAD yang dibantu dengan tenaga kerja sukarela. Namun, pembagian tanggung jawab 

diatas  kurang berjalan seperti yang terlihat dari hasil wawancara dengan Y. N selaku 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah diatas, sehingga jika ada kendala teknis dari OPD di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dibantu dengan pegawai yang sama tetapi dibantu 

oleh pegawai yang sedang ada di tempat sehingga setiap implementor SIPD di BPKAD  

berbeda jumlah OPD yang dilayaninya. Kendala lain yang ditemukan yaitu ada delapan 

OPD yang pernah mengalami kendala teknis dalam menginput ke dalam SIPD  karena 

terkendala jaringan atau SDM sehingga perlunya memperbanyak komunikasi untuk 

mengingatkan agar tidak telat dalam menginput. Berikut nama OPD yang pernah 

mengalami kendala teknis SIPD: 
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        Tabel  2  OPD  di  Kab. Ogan  Komering  Ilir  yang  Mengalami  Kendala Teknis  

        SIPD 

No Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

5 Kecamatan Kota Kayu Agung 

6 Kecamatan Pampangan 

7 Kecamatan Air Sugihan 

8 Kecamatan Teluk Gelam 

        Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data di BPKAD Kab. Ogan Komering Ilir 

        Diimplimentasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya 

yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan. 

Namun, pada kenyataannya implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir 

ini tidaklah mudah dikarenakan aplikasi tersebut baru dan kurangnya pelatihan, pembagian 

tanggung jawab yang kurang berjalan dalam menangani  OPD dan ada delapan OPD yang 

mengalami kendala teknis dalam  menginput ke dalam SIPD.  

        Berdasarkan beberapa kendala yang telah diuraikan diatas, maka judul penelitian ini 

adalah “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”. 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah Apa Saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir? 
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C. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari diadakannya penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

D. Manfaat Penelitian 

        Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

        Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di 

bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang Kebijakan Publik, khususnya 

mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Manfaat Praktis 

        Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan 

bagi BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kualitas 

implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 
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